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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jauh sebelum Negara Indonesia muncul sebagai sebuah negara, 

masyarakat adat diseluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah 

leluhur mereka menggunakan sistem hukum dan tata pemerintahan adat 

masing-masing yang unik, namun pada awal kemerdekaan Indonesia sudah 

mulai muncul berbagai macam sengketa pertanahan di Indonesia. Bukan 

merupakan hal yang baru dan masih terjadi sampai saat ini, pada awalnya 

sengketa pertanahan hanya terjadi antara para pihak perseorangan, tetapi saat 

ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, 

seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan sampai 

pada wilayah tambak/pesisir. 

Tanah merupakan kepentingan pokok bagi seluruh umat manusia. 

Menjadi hal yang lumrah bahwa dalam menjalani kehidupan seseorang atau 

subjek hukum memerlukan tanah untuk mendukung kegiatan sehari-hari 

ataupun dijadikan sebagai tempat tinggal.Setiap orang yang bekerja dan 

berkeluarga tentunya memerlukan rumah untuk tempat tinggal bersama 

keluarga mereka, namun sebelum membangun sebuah rumah untuk dijadikan 

tempat tinggal diperlukan tanah sebagai alas untuk membangun rumah 

tersebut.1 Sehingga dapat dipahami bahwa tanah merupakan kebutuhan pokok 

                                                             
1Angger Sigit Pramukti, 2015, Jangan Beli Tanah Sengketa, Putaka Yustisia, Yogyakarta, 

hlm. 1. 
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yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai peran penting oleh setiap 

manusia.  

Setiap daerah yang pemukiman padat penduduk memiliki harga yang 

melonjak pesat. Hal ini dikarenakan tingginya minat masyarakat sehingga 

seringkali menimbulkan adanya perebutan terkait tanah. Namun, berbanding 

terbalik dengan daerah yang belum tersentuh pemukiman warga dan masih 

berupa semak belukar harganya cenderung relatif murah.Adanya kebutuhan 

tanah yang semakin meningkat serta jumlah manusia yang terus meningkat 

namun tidak diimbangi denganketersedian jumlah tanah yang terbatas maka 

ada kecenderungan peningkatan terjadi pelanggaran asas - asas hukum, 

diantaranya asas-asas yang dilanggar adalah asas itikad baik menyebabkan 

persaingan untuk mendapatkan tanah yang cenderung semakin sulit.  

Pengertian dari itikad baik itu sendiri terdapat dalam Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPer) Pasal 1338 “ setiap perjanjian 

sah menjadi undang – undang bagi para pihak yang membuatnya dan 

perjanjian itu harus dilandasi dengan itikad baik. Immanuel Kant, seorang 

ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang secara 

absolute baik, adalah keinginan baik (good wiil) itu sendiri. Immanuel 

mengatakan bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik yaitu bahwa ada 

hukum moral yang rasional, yang bisa diidentifikasi berdasarkan akal. 
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Hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk 

menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya.2 

Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 1981, mengartikan itikad baik, 

yaitu:  

1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak;  

2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di 

hadapan pejabat, para pihak beritikad baik (meskipun ada juga 

pendapat yang menyatakan keberatannya;  

3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu 

penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan 

apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan 

untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan 

kontrak tersebut.3 

 

sehingga dapat dipahami dalam setiap perbuatan hukum yang dibuat oleh 

para subjek hukum haruslah dilandasi dengan asas itikad baik agar antara para 

pihak tidak merugikan satu sama lain sehingga terpenuhi baik dari segi hak 

dan kewajibannya. 

Tercapainya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan daripadaNegara 

Republik Indonesia maka berdasarkan keadilan sosial dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah 

mengatur dalam Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “ bumi air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Berdasarkan uraian Pasal di atas dapat 

ditarik pengertian bahwa seluruh sumber kehidupan manusia baik berupa 

                                                             
2 Ridwan Khairandy, Op.Cit., 130-133. 
3Ibid., hlm. 94. 



 

18 
 

 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang berada di 

seluruh wilayah indonesia dikuasai oleh negara.4 Untuk melaksanakan 

amanah dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, maka pada tanggal 24 September 

1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). 

Kamus besar bahasa indonesia (selanjutnya disingkatKBBI) 

memberikan definisi mengenai tanah dalam berbagai pengertian, antara lain 

sebagai berikut :  

1) Permukiman bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; 

2) Keadaan bumi disuatu tempat; 

3) Permukaan bumi yang diberi batas; 

4) Permukaan bumi yang terbatas yang fitempati suatu bangsa yang 

diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; 

5) Bahan-bahan dari bumi; bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, 

cadas, dsb. 

Namun pengertian tanah sendiri telah diatur secara khusus dalam Pasal 4 

Ayat (1) UUPA yang menyetakan bahwa :  

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaskud dalam 

pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum.” 

Berdasarkan penjelasan diatas, tanah dalam pengertian yuridis adalah 

permukaan bumi. Disisi lain hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

                                                             
4 Abdul Usman, 2011, Dasar-Dasar Hukum Agraria, Tunas Gemilang Press, Palembang, 

hlm. 225. 



 

19 
 

 

permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang serta 

lebar.5 

Sehubungan dengan tanah yang sedang dalam sengketa, terdapat 

larangan untuk mengalihkan hak atas status a-quo, Peraturan Mentri Agraria 

Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (disingkat Permen Agraria 13/2017) 

memuat pengertian dari status a-quo adalah pembekuan / blokir pada hak atas 

tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa 

hukum atas tanah tersebut dikarenakan adanya sengketa atau konflik 

pertanahan.6 

Munculnyapermasalahan mengenai sengketa peralihan hak atas tanah 

yang masih dalam proses persidangan perkara perdata, seharusnya terdapat 

hukum positif yang menjadi payung hukum terkait permasalahan pertanahan 

di indonesia. Namun senyatanya UUPA belum bisa menjamin penyelesaian 

permasalahan tanah karena dilihat dari era globalisasi dengan perkembangan 

teknologi saat ini muncul pula permasalahan baru terkait tanah. Hal ini dapat 

dilihat dalam contoh kasus, yakni pada kasus kepemilikan hak atas tanah 

yang dialihkan masih dalam proses persidangan perkara perdata yang terdapat 

dalam putusan Mahkamah Agung  Nomor : 417 PK/Pdt/2018. 

                                                             
5Boedi Harsono, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, 

Jakarta, hlm. 18. 
6 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 
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Uraian dari isu hukum yang muncul berawal pada permasalahan 

Penyerobotan atas tanah di daerah kabupaten lahat,dari masing-masing pihak 

yang bersengketa mengajukan alat bukti berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) 

sebagai bukti kepemilikan atas tanah, prosespersidangan dari Pengadilan 

Negeri sampai Peninjauan Kembali berdasarkan Isi amarputusan tersebut, 

hakim menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah dan 

meyakinkan atas tanah tersebut kemudian pada saat penggugat hendak 

meningkatkan status tanah tersebut menjadi sertifikat ternyata tidak bisa 

dikarenakan telah terbit sertifikat hak milik orang lain. Setelah ditelusuri 

kepemilikan dari sertifikat milik tersebut diketahuilah bahwa pada saat proses 

persidangan berlangsung dalam hal ini tanpa sepengetahuan penggugat, 

adanya itikad buruk dari tergugat yang menjual tanah dalam keadaan 

sengketa tersebut kepada pihak ketiga dengan bukti kepemilikan SPH.Agar 

terjamin legalitas sebagai pemilik hak atas tanah yang dibeli selanjutnyapihak 

ketiga mengajukan permohonan pengajuan hak milik kepada BPN. maka dari 

itu munculah suatu permasalahan hukum yang baru terkait peralihan hak atas 

tanah yang masih dalam proses persidangan perkara perdata. 

Berbagai macam permasalahan yang muncul tentang sengketa peralihan 

hak atas tanah, tentunya akan menimbulkan akibat hukum salah satunya 

terkait pelanggaran terhadap asas itikad baik yaitu berupa kerugian materiel 

dan immateriel bagi pihak yang dirugikan. Konsekuensi hukum yang terjadi 

apabila adanya pelanggaran asas itikad baik dalam sengketa peralihan hak 

atas tanah dapat berakibat dituntutnya pihak yang tidak beritikad baik tersebut 
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secara perdata dan PTUN. Dalam sengketa peralihan hak atas tanah masih 

banyak ditemukan pelanggaran asas itikad baik salah satu contohnya yaitu 

peralihan hak atas sebidang tanah dikabupaten lahat yang masih dalam proses 

persidangan perkara perdata yang mana tanah tersebut seharusnya menganut 

prinsip status a-quo / blokir yang artinya tanah tersebut dibekukan sehingga 

tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. 

Berdasarkan uraian latar belakang atas permasalahan tersebut, penulis 

akan mengkaji lebih dalam bentuk tesis berjudul : “Pelanggaran Asas Itikad 

Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses 

Persidangan Perkara Perdata(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 417 

PK/Pdt/ 2018)”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Putusan HakimMahkamah Agung Nomor. 417 PK/Pdt/2018, 

setelah adanya klaim tanah oleh orang lain terhadap tanah tersebut dengan 

bukti berupa SHM ? 

2. Faktor – faktor hukum apa saja yang menyebabkan terjadinya peralihan 

hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah yang melanggar asas itikad 

baik ? 

3. Bagaimana pengaturan hak atas tanah yang masih berada dalam proses 

sengketa perkara perdata di masa yang akan datang ?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
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C.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisisPutusan Hakim Mahkamah 

Agung Nomor. 417 PK/Pdt/2018, setelah adanya klaim tanah oleh 

orang lain terhadap tanah tersebut dengan bukti berupa SHM. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor – faktor hukum apa saja 

yang menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan 

pendaftaran hak atas tanah yang melanggar asas itikad baik. 

3. Untuk menganalisis, menjelaskan dan menawarkanpengaturan hak 

atas tanah yang masih berada dalam proses sengketa perkara perdata 

di masa yang akan datang. 

C.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan memberi 

manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada studi hukum bisnis, 

khususnya hukum acara perdata yang erat kaitannya dengan 

pelanggaran asas itikad baik peralihan hak atas tanah yang masih 

dalam proses persidangan perkara perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, Penelitian ini bermanfaat untuk : 

a) Memberikan informasi kepada : 



 

23 
 

 

1) Para pihak, yang bersengketa baik penggugat dan tergugat agar 

dalam  proses perkara perdata di pengadilan tidak mengalihkan 

objek sengketa yang menyebabkan kerugian salah satu pihak 

dengan melanggar asas-asas hukum itikad baik. 

2) Pihak ketiga, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam 

membeli suatu barang  serta pada saat proses pembelian barang 

tersebut akan lebih baik lagi ditelusuri asal usul barang 

tersebut apakah barang tersebut dalam proses sengketa atau 

tidak. 

3) Notaris, diharapkan ketelitian kepada para notaris dalam 

membuat akta jual beli suatu barang berupa tanah yangmana 

apabila tanah tersebut dalam proses sengketa notaris tidak akan 

membuat akta jual beli tersebut. 

4) Badan Pertanahan Nasional, diharapkan BPN agar lebih bijak 

dan berhati-hati dalam menerima permohonan pengajuan 

sertifikat hak milik, serta meninjau ulang tanah yang akan 

diajukan permohonan hak milik, apakah status tanah tersebut 

mempunyai dua pemegang kepemilikan hak atas tanah atau 

tidak. 

 

 

 



 

24 
 

 

D. Kerangka Teori 

D.1Grand Theory  

a. Teori Keadilan Hukum 

Penelitian tesis ini menggunakan teori keadilan yang dikemukakan 

oleh Ariestoteles yang berpendapat bahwa hukum mengikat terhadap 

semua orang, dengan keadilan hukum semestinya dapat dipahami dalam 

pengertian kesamaan. Ariestoteles membagi dua model keadilan berbasis 

kesamaan yakni keadilan atas kesamaan numerik dan keadilan atas dasar 

kesamaan proporsional,kesamaan numerik melahirkan prinsip semua 

orang sederajat didepan hukum sedangkan kesamaan proporsional 

melahirkan prinsip beri tiap orang apakah menjadi haknya.7 

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah “Justice”yang berasal dari 

bahasa latin iustitia. kata “Justice” memiliki 3 macam makna yang 

berbeda yaitu :  1.  secara atributif suatu kualitas yang adil  atau  fiar, 2. 

sebagai tindakan berarti tindakan mainkan hukum atau tindakan yang 

menentukan hak dan ganjaran atau hukuman,  dan 3.  orang, yaitu pejabat 

publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara 

dibawa ke pengadilan.8 

Satjipto Rahardjo mengidentifikasi 9 definisi keadilan yaitu: 

memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima, Memberi 

kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya, 

                                                             
7 Bernand L. Tanya dkk, 2010, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi), Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 45. 
8Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan  Dari Pemikiran 

Klasik Sampai Pemikiran Modern, https//11106-20138-1-PB.pdf., Diakses Pada Tanggal 24 

November 2020 Pukul 20.00 WIB. 
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kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya, 

memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang, 

persamaan pribadi, pemberian kemerdekaan kepada individu untuk 

mengajar kemakmurannya, pemberian peluang kepada setiap orang 

mencari kebenaran, dan memberikan suatu secara layak.9 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 

dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, idealnya hukum 

harus mengakomodasi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Namun, Gustav Radburch berpendapat, dari ketiga hukum tersebut, 

keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Setelah keadilan barulah 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum 

tidak boleh bertentangan dengan keadilan.10 

Berdasarkan penjelasan keadilan hukum di atas dapat dipahami bahwa 

pengaturan kepemilikan hak atas tanah di daerah Kabupaten Lahat 

haruslah dilandasi dengan nilai keadilan yang seimbang antara keadilan 

komunikatif dan keadilan korektif agar para pihak yang bersengketa tidak 

akan dirugikan atas perbuatan pihak lain. 

b. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal yang pasti mengenai ketentuan dan 

ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 

                                                             
9 Satjipto Raharjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm 49-51. 
10 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 293. 
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pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil 

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. 

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntunan moral, melainkan 

secara faktual mencirikan hukum. Hukum merupakan kumpulan 

peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan 

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan 

bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.11 

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum apabila tidak 

tiiringi dengan nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi 

dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus 

incertum, ibi jus nullum(di mana tidak tiada kepastian hukum, di situ 

tidak ada hukum).12 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama 

mengenai soal dapat ditentukannyahukum dalam hal-hal uang konkreat. 

Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah 

yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai 

                                                             
11 Sudikno Kusumo, 2010,  Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo, 

Jakarta, hlm. 23. 
12Ibid.,Sudikno Kusumo. 
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perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya 

perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.13 

Berdasarkan kepastian hukum sesuai dengan putusan pengadilan 

Negeri Lahat Nomor 07/Pdt.G/2018/PN.LHT, status hukum kedudukan 

penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan atas kepemilikan tanah 

tersebut sehingga penggugat dapat menguasai tanah tersebut, yang mana 

putusan hakim tersebut bersifat inkracht dan tidak dapat diganggu gugat.  

D.2 Midlle Range Theory 

a. Teori Penegakkan Hukum 

Midlle range theory, peneliti menggunakan teori penegakkan hukum 

yang dimana pengertian dari Penegakan hukum adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang menjadi kenyataan. 

Keinginan-keinginan hukum tersebut tidak lain adalah pikiran-pikiran 

Badan-Badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam 

peraturan-peraturan itu14. 

Penegakan hukum (law enforcement) menurut Jimly Asshiddiqie 

terdapat dua pengertian15, yakni dalam arti luas mencakup kegiatan untuk 

melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum 

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan 

                                                             
13 L.J Van Apeldoorn dan Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran 

Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, hlm 82-83. 
14Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 18. 
15Jimly Asshiddiqie, 2007, Konstitusi dan Ketatanegaraan Kontemporer, Biography 

Institute, Bekasi, hlm. 61. 
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oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui 

prosedur arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum 

dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan 

yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau 

pengacara dan badan-badan peradilan. 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 

Undang-undang, walaupun didalam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law 

enforcement begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat 

untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-

keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak 

sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan 

Perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan 

mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.16 

Secara lebih komprehensif, Muladi mengartikan penegakan hukum 

dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan, yaitu17:  

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement 

concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang 

norma hukum ditegakkan tanpa terkecuali;  

b.Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement 

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi oleh 

hukum acara dan sebagainya, demi perlindungan kepentingan 

individu.  

                                                             
16 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7. 
17 Ida Nurlinda, Op.Cit., hlm. 19. 
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c. Konsep perlindungan hukum yang bersifat aktual (actual 

enforcement concept) yang muncul karena diyakini adanya diskresi 

dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan 

dengan sarana danprasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas 

Perundang-undangannya, dan miskinnya partisipasi masyarakat. 

 

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 

yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu18:  

a.  Faktor hukumnya sendiri, seperti Undang-undang dan lainnya.  

b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum.  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan 

esensidari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektifitas penegakan hukum. Pada dasarnya sistim penegakan hukum 

selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan pada  

empat alasan, yakni :19 

a. Sistem penegakan hukum secara khas melibatkan penggunaan 

paksaan atau kekerasan (coercion) dengan kemungkinan terjadinya 

kesempatan untuk menyalahgunakan kesempatan.  

b. Hampir semua professional dalam penegakan hukum merupakan 

pegawai pemerintah (public servant) yang memiliki kewajiban 

khusus terhadap publik yang harus dilayani.  

c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk 

membantu memecahkan dilematis yang dihadapi seseorang 

didalam kehidupan profesionalnya.  

d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set of Ethical 

requrements are part of its meaning.  

                                                             
18Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 8. 
19 Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 77. 
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Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum 

memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan 

hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan 

sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-

kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau 

campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber 

daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak 

mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi 

terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.20 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga ide dasar 

dalam Penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan 

yaitu:21Kepastian hukum (rechtssicherheit), Kemanfaatan 

(zwekmassigkeit), dan  Keadilan (gerechtigkeit). Sebagai ide/unsur dasar 

dari hukum, maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak saja 

harus berperan pada tahap penegakan hukum, tetapi juga harus menjadi 

arah dan acuan manusia dalam berperilaku dimasyarakat, serta sekaligus 

berfungsi sebagai ukuran untuk menilai potensi dan realita keberhasilan 

hukum dalam mencapai tujuan akhirnya.22 Meskipun antara unsur-unsur 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum saling bertegangan 

(spannungsverhaltnis), ketiga unsur itu harus bersinergi dengan baik 

untuk memenuhi tujuan hukum. Dalam hal ini, penekanan pada unsur 

                                                             
20Achmad Ali, Loc.Cit.,hlm. 293. 
21Ibid. 
22Ida Nurlinda, Op.Cit., hlm. 20. 
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hukum tertentu akan membawa dampak pada keabsahan berlakunya 

hukum.23 

Dari penjelasan teori di atas diharapkan adanya pelaksanaan dan 

penerapan putusan hakim terkait sengketa hak atas tanah di kabupaten 

lahat, karena pada pengimplementasiannya tanah tersebut tidak dapat di 

eksekusi dengan munculnya orang lain yang mengklaim tanah tersebut 

dengan bukti surat SHM. 

b. Teori Asas Itikad Baik dan Larangan Peralihan Hak Atas Tanah 

Asas itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik nisbi dan itikad 

baik mutlak. Dalam itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan 

tingkah laku yang nyata dari subjek, sedang itikad baik mutlak, 

penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang 

objektif untuk menilai keadaan. Asas itikad baik merupakan asas dimana 

para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak 

berdasarakan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari 

para pihak. Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum yang 

berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh Civil law.24 

KUHPer mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, 

pengertian yang pertama adalah itikad baik dalam pengertian subyektif, 

di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejujuran, pengertian tersebut 

                                                             
23 Hasan Basri, Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, http://jurnalius.ac.id/ojs/index.phpDiakses Pada 

Tanggal 26 November 2020 Pukul 21.30 WIB. 
24Eppipani Sihotang, Itikad Baik Penguasaan Fisik Sebagai Dasar Perolehan 

Kepemilikan Hak Atas Tanah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 

www.usu.ac.id , Diakses Tanggal 25 Februari 2021 

http://www.usu.ac.id/
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terdapat dalam Pasal 530 BW yang mengatur mengenai kedudukan 

berkuasa (bezit). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap bathin 

atau suatu keadaan jiwa25 

Jual beli tanah terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu : syarat 

materiil dan syarat formil.26 

1) Syarat materiil merupakan syarat yang sangat penting akan 

sahnya jual beli tanah atau tidak. Antara lain pembeli berhak 

membeli tanah yang bersangkutan artinya pembeli harus 

memenuhi syarat untuk membeli tanah tersebut. merupakan 

suatu syarat yang sama bagi penjual yang mana yang berhak 

untuk menjual tanah tersebut ialah pemegang yang sah dari 

tanah tersebut, apabli terdapat 2 orang kepemilikan terhadap 

sebidang tanah maka harus ada persetujuan dari kedua pihak 

untuk menjual tanah tersebut 

2) Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT akan 

membuat akta jual belinya. Akta jual beli menurut Pasal 37 PP 

24 /97 harus dibuat oleh PPAT. 

Mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh diperjualbelikan telah 

ditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha 

(Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 41). Jika 

salah satu syarat materiil tidak dipenuhi, dalam arti penjual bukan 

                                                             
25 Siti Ismijati Jenie, 2007, Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum KhususMenjadi 

Asas Hukum Umum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 

www.ugm.ac.id, Diakses Pada Tanggal 25 februari 2021. 
26Ibid.,Effendi Perangin, hlm. 2. 

http://www.ugm.ac.id/
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merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli 

tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah atau tanah, 

yang diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang 

tidak boleh diperjualbelikan, maka jual beli tanah tersebut adalah tidak 

sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal 

demi hukum, yang artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah 

terjadi jual beli. 

berdasarkan penjelasan teori diatas dapat dipahami bahwa dengan 

adanya keberlakuan asas itikad baik dalam setiap perbuatan hukum 

diharapkan tidak terjadinya suatu kerugian yang menimpa bagi para 

pihak yang bersengketa, serta dengan adanya larangan peralihan tanah 

yang masih dalam objek sengketa menyebabkan tidak sahnya jual beli 

tanah tersebut dan dianggap tidak pernah ada. 

D.3. Applied Theory 

a. Teori Perlindungan Hukum 

Applied theory, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum 

disini ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para 

ahli yaitu :  

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengeyoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 
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diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.27 

2. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.28 

3. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberika oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.  

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia karena  menurut sejarah dari barat, lahirnya 

konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia diarahkan kepada ada pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. 

Konsep teori perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah, 

karena pemerintah sebagai titik sentralnya. Pemerintah sebagai titik 

sentral sehingga terbentuk dua (2) bentuk perlindungan hukum, yaitu :29 

 

 

                                                             
27 Satjipto Raharjo,1993, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Keadilan Dalam Masyarakat 

Yang Sedang Berubah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33-38. 
28Philipus M. Hadjon, 2007,  Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, 

Surabaya, hlm. 45. 
29Ibid.,Philipus M. Hadjon. 
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a. Perlindungan Hukum Preventif.  

Pada perlindungan Hukum preventif ini, subjek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum keputusan pemerintah mendpat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah  mencegah terjadinya sengketa. perlindungan 

hukum  prefentif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan 

pada diskresi. di Indonesia belum ada Pengaturan khusus 

mengenai perlindungan Hukum preventif. 

b. Perlindungan Hukum Represif. 

 Perlindungan hukum yang Represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. penanganan perlindungan hukum oleh 

pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan 

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 
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yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah  

adalah prinsip negara Hukum. 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa atau permasalahan. Sementara perlindungan hukum represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Seperti halnya perlindungan 

hukum dalam peradilan umum dan peradilan administrasi masuk ke 

dalam perlindungan hukum represif. Konsep perlindungan hukum sangat 

terkait dengan fungsi hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja 

menguraikan fungsi hukum sebagai berikut :30 

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam 

masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah 

konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan 

yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap 

masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di 

sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan 

diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang 

dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, 

hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga 

harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan 

yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan 

ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari 

hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu 

peranan yang berarti dalam proses pembaharuan” 

 

Berdasarkan penjelasan teori perlindungan hukum diatas dalam 

penulisan tesis ini yang mana penggugat secara sah pemilik tanah 

memerlukan perlindungan hukum untuk dirinya dipersidangan sebab hak 

dari penggugat dilanggar akibat peralihan hak atas tanah yang dilakukan 

tergugat. 

 

                                                             
30Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hlm. 21. 
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b. Teori Peralihan Hak Atas Tanah 

Jual beli sepanjang mengenai tanah sejak berlakunya UUPA, semua 

ketentuan yang tercantum dalam buku II KUHPer dicabut. Selanjutnya 

sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut diatur dalam 

Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, 

dalam Pasal 19 disebutkan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan 

sebuah akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Dengan di buatnya akta oleh pihak yang berwenang yaitu PPAT maka 

pada saat itu juga kepemilikan hak atas tanah beralih. Dengan demikian 

ada suatu perbedaan sebagaimana jual beli hak atas tanah yang diatur 

menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata,  

UUPA tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud 

dengan jual beli tanah, tetapi biarpun demikian mengingat bahwa hukum 

agraria menggunakan sistem dan asas-asas hukum adat, maka pengertian 

jual beli tanah sekarang harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum 

yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-

lamanya) oleh Penjual kepada Pembeli, yang pada saat itu juga 

menyerahkan harganya kepada Penjual, yaitu menurut pengertian hukum 

adat.31 

Pengertian Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak 

turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun temurun artinya 

                                                             
31 Perangin., Op.Cit., hlm. 10. 
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Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih 

hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat 

dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sepanjang memenuhi syarat sebagai 

subjek Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila 

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas 

waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak 

mudah hapus. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang 

kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah 

yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak 

berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih 

luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. 

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) 

UUPA,yaitu:32 

1. Beralih.  

Artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada 

pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya 

pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindah kepada 

ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai 

subjek hak milik. Beralihnya hak milik atas tanah yang telah 

bersertifikat harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah 

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli 

waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli 

waris, sertifikat tanah yang bersangkutan. Maksud pendaftaran peralihan 

Hak Milik atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan 

dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah kepada para 

ahli warisnya. 

 

2. Dialihkan/ pemindahan hak.  

Artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada 

pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh 

                                                             
32 Santoso, Op.Cit.,hlm. 90-92. 
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perbuatan hukum yaitu Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan 

(pemasukan) dalam modal perusahaan, Lelang. Berpindahnya hak 

milik atas tanah karena dialihkan/pemindahan hak harus dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan Berita Acara Lelang 

yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Berpindahnya hak milik 

atas tanah ini harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dilakukan perubahan 

nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik 

tanah yang baru. Prosedur pemindahan hak milik atas tanah karena 

jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal 

perusahaan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP No. 24 

Tahun 1997. 

 

Dari penjelasan teori hukum agraria peralihan hak atas tanah dapat 

dipahami bahwa peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan 

yang dengan adanya suatu perbuatan hukum yang dimana perlaihan 

tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang PPAT kemudian didaftarkan 

ke BPN untuk dilakukan perubahan atas kepemilikan hak atas tanah 

tersebut. 

E. Definisi konsep 

1. Pelanggaran 

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma 

hukum, kesusilaan, kepatutan dan kode etik, serta tindakan lain 

sama,dimana efek dari pelanggaran tersebut mengakibat merugikan 

terhadap orang lain. 

2. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik merupakan salah satu asas hukum perdata yang 

berhubungan dengan niat baik, ketulusan hati serta kejujuran yang 

dilandaskan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, asas itikad baik 
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sendiri diatur dalam KUHPer pada Pasal 1338 yang intinya setiap 

perjanjian harus berdasarkan itikad baik. 

3. Pengalihan 

Pengalihan merupakan suautu cara atau proses memindahkan, 

mengganti, penggantian, atau penukaran. 

4. Hak Atas Tanah  

Hak atas tanah merupakan suatu hak yang diberikan kepada negara 

untuk seseorang ataupun badan hukum untuk mengelola tanah tersebut, 

pengaturan hak atas tanah terdapat dalam Pasal 16 UUPA. 

5. Proses 

Proses merupakan suatu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling 

berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

6. Persidangan 

Persidangan menrupakan rangkaian dari sidang-sidang yang dilakukan 

oleh mahkamah untuk memeriksa, mengadili, memutuskan permohonan 

yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. 

7. Perkara Perdata 

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan antara para 

subjek hukum mengenai hak dan kewajiban dan larangan yang dilanggar 

oleh pihak itu sendiri dalam lingkup keperdataan. 
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif, 

yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam 

penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah yang sui 

generis atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.33 

Penelitian normatif memandang hukum sebagai suatu sistem tersendiri 

yang ada dalam masyarakat, sehingga memberikan batas antara sistem 

hukum dengan sistem hukum lainnya dimana hukum adalah suatu sistem 

tertutup yang terpisah dengan sistem lainnya, baik sistem politik, ekonomi, 

dan sistem lain yang ada.34 

Dikaitkan dengan tujuan yang dimaksudkan untuk menelusuri prinsip-

prinsip dan sistematika hukum, terutama dengan yang ada hubungannya 

dengan judul, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum 

normatif yang dimaksudkan untuk melakukan pengkajian mengenai 

kaidah-kaidah konsep hukum, doktrin dan norma yang berkaitan dengan 

analisis putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor. 07/Pdt.G/2016/PN.LHT. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan undang-undang 

(statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). 

                                                             
33Muhammad Syaifuddin (Ketua Tim Penyusun), 2014 , Pedoman Penulisan Tesis: 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tunggal Mandiri, 

Malang, hlm. 21. 
34Ibid., 
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a) Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

Suatu Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan serta yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema 

Sentral suatu penelitian. menurut Peter Mahmud Marzuki 

pendekatan perundang-undangan dalam kegiatan akademisi 

penelitian perlu mencari ratio legis dan Dasar ontologis lahirnya 

undang-undang tersebut. pendekatan ini digunakan untuk 

memperoleh deskripsi analisis permasalahan hukum terkait dengan 

putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor 

07/Pdt.G/2016/PN.LHTTentang permasalahan kepemilikan hak atas 

tanah. 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria dan regulasi yang berhubungan  dengan isu 

hukum yang dikaji. dimana hasil dari tanah tersebut merupakan 

suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.35 

b) Pendekatan Kasus ( Case Approach ) 

Pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapai yang 

telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti harus memahami 

                                                             
35 Petter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta, hlm. 93. 
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alasan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim untuk 

sampai pada putusannya.36 Dalam tesis ini peneliti menggunakan 

pendekatan kasus yaitu kasus pengalihan objek kepemilikan hak atas 

tanah kepada pihak ketiga pada saat persidangan dalam putusan 

Pengadilan Negeri Lahat Nomor. 07/Pdt.G/2016/PN.LHT.  

3. Jenis dan Bahan Hukum  

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada 

sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan 

menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai 

berikut :  

A. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum tentang ketentuan hukum 

positif yang mengikat, yaitu merupakan aturan hukum positif yang 

berlaku di Indonesia antara lain yaitu : 

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

3. Herzien Inlandsch Reglement(Reglemen Indonesia) 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

                                                             
36 Petter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 199. 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Blokir dan Sita. 

B. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari 

buku-bukuliteratur, pendapat para ahli dan berbagai karya ilmiah yang 

ada kaitannya dengan permasalahan yang tengah dibahas. 

C. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier atau bahan hukumpenunjang yang mencakup 

bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta 

jurnal hukum.   

4. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan Hukum  

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokam 

peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-

buku dan sumber-sumber lainya yang berhubungan dengan permasalahan 
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dengan penelitian ini.37 Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil 

penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum 

secara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi 

berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.38 

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum 

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan 

menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadapa peraturan 

perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum 

mengenai sengketa kepelimikan hak atas tanah. setelah diperoleh bahan-

bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka dilakukan 

pengelolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara 

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

untuk memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi.39 

6.Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melalui penafsiran hukum 

terhadap analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. 

Mengolah dan menganalisis hukum tidak terlepas dari berbagai penafsiran 

yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran hukum antara lain yaitu 

sebagai berikut : 

                                                             
37 Soerjono dan Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 

hlm.56. 
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, Penelitian Hukum Normatif  Suatu 

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 251. 
39 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 251. 
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a. Penafsiran Gramatikal  

Penafsiran gramatikal adalah suatu penafsiran undang-undang 

menurut arti dalam hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat 

hubungan yang erat antara bahasa yang digunakan sebagai satu-satunya 

alat yang dipergunakan pembuat Undang-Undang untuk menyatakan 

kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.40 

b. Penafsiran Teologis 

Penafsiran teologis adalah suatu penafsiran terhadap suatu rumusan 

norma atau bagian dari rumusan norma dalam undang-undang 

berdasarkan maksud pembentukan undang-undang dalam merumuskan 

norma tersebut. 

c. Penafsiran Sistematis 

Penafsiran sistematis merupakan suatu penafsiran dengan cara 

memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal 

lainnya dalam suatu undang-undang. 

d. Penafsiran Autentik  

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang diberikan oleh 

pembentuk undang-undang. 

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan metode 

deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang 

bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat 

                                                             
40Mochtar Kusumaatmadja,  2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 100. 
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mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah.41 

Dengan menggunakan metode ini maka aturan-aturan hukum yang bersifat 

umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkreat, sehingga 

dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus 

pelanggaran asas itikad baik dalam pengalihan objek hak atas tanah yang 

masih dalam proses persidangan perkara perdata sesuai dengan putusan 

Mahkamah agung Nomor. 417/ PK/ Pdt/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 41Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm.18.  
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